PERANAN  BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 






1.1 Latar Belakang Masalah  
Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu 
tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan 
Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, melaksanakan Monitoring dan Evaluasi 
terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. 
Pengembangan Kabupaten Karimun sesuai dengan harapan seluruh unsur 
masyarakat tidak bisa  lepas dari Peran serta pemangku kepentingan antara lain 
pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan Konsistensi 
dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan 
harapan itu. 
Berangkat dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan 
Perencanaan Pembangunan yang baik. Perencanaan Pembangunan sebagai 
proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan 
awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah 
pembangunan daerah karena didalamnya terkandung Visi, Misi, Tujuan dan 
Sasaran serta cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. 
Badan yang terkait di dalam Pembangunan di Kabupaten Karimun yaitu 
BAPERLITBANG ,badan ini berperan membantu Bupati selaku Kepala Daerah 
Kabupaten dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah serta penilaian pelaksanaannya. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 
Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Karimun sekarang badan ini berganti 
nama menjadi BAPERLITBANG, yaitu Badan Perencanaan, Penelitian Dan 
Pengembangan yang mana Badan ini  adalah Badan Staf yang langsung dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dimana Baperlitbang berperan 
sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk menyempurnakan Peraturan Daerah 
khususnya dalam Implementasi Pem 
Bangunan Daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-
luasnya maka Pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana dalam 
Pasal 23 di tegaskan sebagai berikut : 
“Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perencanaan Pembangunan di Daerah 
Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan 
Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda”. 
Dalam Pembentukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 
Kabupaten Karimun mempunyai dasar hukum yang mendasarinya yakni : 
1. Perda Kab.Karimun No.07 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun. 
2. Peraturan Bupati Karimun No.17 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan 
Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun. 
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3. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No.7 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Karimun. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 
2011 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Karimun Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 
(Baperlitbang) mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah. 
Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai 
berikut :Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Pengoordinasian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, 
Pembinaan dan Pelaksanaan Perencanaan Daerah Yang Meliputi Perencanaan 
Fisik dan Tata Ruang, Perencanaan Ekonomi,Sosial Budaya dan Sumber Daya 
Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan Serta Statistik dan Pelaporan, 
Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administrasi Badan, Pelaksanaan Tugas Lain 
Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya. 
Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Karimun 
Baperlitbang adalah Badan Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
(RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Adalah suatu dokumen 
perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan UU Nomor 09 Tahun 2015 
perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
RKPD dapat dikatakan sebagai dokumen perencanaan yang sangat praktis dan 
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operasional karena isinya lebih banyak diarahkan pada perumusan program dan 
kegiatan secara rinci, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya untuk 
masing-masing program dan kegiatan. Penyusunan RKPD harus dilakukan 
setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial 
ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan dana pada tahun yang 
bersangkutan. 
Untuk melaksanakan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, Penyusunan RKPD dilaksanakan Berdasarkan 
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan Dan Tatacara Penyusunan 
RKPD, Tahapan Penyusunannya adalah sebagai berikut :Persiapan Penyusunan 
RKPD, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD, 
Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan Rancangan Akhir RKPD, 
Penetapan RKPD. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah, yang terlibat dalam penyusunan RKPD di 
Kabupaten Karimun adalah Kepala Baperlitbang bertugas Mengkoordinasikan 
Penyusunan Rancangan RKPD Dengan menggunakan rancangan Renja-OPD  
dengan Kepala OPD dan Rancangan RKPD tersebut akan menjadi bahan 
Musrenbang RKPD, selanjutnya  Stakeholder atau pemangku kepentingan antara 
lain dari unsur pemerintahan daerah bersama jajarannya, unsur DPRD 
Kabupaten Karimun, kelompok ahli Pembangunan Kabupaten Karimun sebagai 
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perwakilan dan juga melibatkan kalangan tokoh-tokoh masyarakat. Keterlibatan 
tersebut dimulai sejak dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
tingkat Desa, tingkat Kecamatan,  Forum OPD  Sampai dengan Musrenbang  
Kabupaten Karimun. 
Didalam Penyusunan RKPD Kabupaten Karimun Setelah dilaksanakan 
Musrenbang RKPD di tingkat Desa dan Kecamatan dilanjutkan lagi dengan 
pelaksanaan Forum OPD di Kabupaten Karimun, Forum OPD/ Forum Gabungan 
OPD adalah “Wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung 
mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan OPD sebagai 
perwujudan dari pendekatan partisipatif Perencanaan Pembangunan Daerah”. 
Maksud dari Forum OPD ini diadakan adalah untuk menyelaraskan program dan 
kegiatan OPD  dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di 
Kecamatan dan dengan program dan kegiatan OPD lainnya. Selain itu, 
tujuannya juga mempertajam program dan kegiatan OPD Kabupaten sesuai 
dengan Tupoksi OPD dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan 
prioritas berdasarkan pagu indikatif. Tujuan program ini diadakan adalah 
tersusunnya bahan Perumusan Rancangan Renja OPD yang akan dibahas pada 
Musrenbang RKPD Kabupaten. Adapun hasil yang diharapakan dari forum ini 
adalah Rancangan Renja OPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka 
anggaran OPD, prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber 
pendanaan (APBD) Kabupaten/APBD Provinsi/APBN)  dan berita acara Forum 
OPD itu sendiri. 
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Didalam Pembangunan Daerah Peranan Baperlitbang sangat penting 
dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan untuk memajukan 
Pembangunan yang ada di Kabupaten Karimun, Tetapi dalam pengamatan 
penelitian, dilakukan penelitian Pra survei pada tanggal 12 Desember 2016 
bawasanya dalam penyelenggaraan peranannya untuk perencanaan daerah di 
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Karimun masih 
ditemui permasalahan. Kondisi ini terlihat pada gejala-gejala sebagai berikut : 
1. Terbatasnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur Perencanaan  
Terbatasnya kapasitas dan kualitas aparatur perencanaan di Baperlitbang 
ditunjukkan dari masih lemahnya kemampuan aparatur khususnya dalam 
hal : Penguasaan aturan, konsep, dan tata kelola perencanaan daerah, 
Kemampuan managerial dan koordinasi perencanaan, Kemampuan 
analisis dan perumusan konsep-konsep perencanaan daerah 
2. Minimnya Penguasaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi  
Minimnya penguasaan teknologi dan informasi juga menjadi satu 
keterbatasan mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi 
prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektivitas serta 
efesiensi kinerja. 
3. Lemahnya Kualitas dan Pengelolaan Basis Data dan Informasi 
Perencanaan  
Basis data yang valid dan reliable guna menunjang pengambilan 
keputusan dirasakan masih lemah, untuk mengukur dan mengevaluasi 
kinerja aparat pemerintah sangat diperlukan data-data perkembangan 
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pembagunan. Minimnya data menyebabkan sulitnya mengukur capaian-
capaian pembangunan lemahnya basis data yang dimiliki sangat terkait 
erat dengan manajemen pengelolaan data dan informasi tersebut. Tidak 
adanya suatu jabatan atau struktur yang secara ekplisit bertangung jawab 
terhadap pengelolaan dan penatausahaan data dan informasi 
pembangunan juga menyebabkan lemahnya pengelolaan data di 
Baperlitbang karimun. 
4. Lemahnya Koordinasi 
Perubahan orientasi kerja karena di pengaruhi oleh berbagai faktor diatas 
juga berdampak terhadap pelaksanaan koordinasi dibidang perencanaan. 
Fungsi-fungsi koordinasi tidak berjalan secara efektif sehingga 
berpengaruh terhadap penyelesaian suatu pemasalahan pembangunan. 
Berdasarkan masalah diatas, serta melihat berbagai masalah yang ada di 
badan perencanaan, penelitian dan pengembangan kabupaten karimun tersebut 
Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengadakan penelitian agar dapat 
memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dengan mengajukan judul 
Skripsi penelitian sebagai berikut  “Peranan Badan Perencanaan, Penelitian 
dan Pengembangan  (BAPERLITBANG) Dalam Penyusunan Rencana Kerja 







1.2 Perumusan Masalah  
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang di atas maka 
permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah: 
a. Bagaimana Peranan  BAPERLITBANG dalam Penyusunan Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kabupaten Karimun. 
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam Penyusunan 
RKPD di Kabupaten Karimun. 
 
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk Mengetahui Bagaimana Peranan Baperlitbang dalam Penyusunan 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Karimun. 
b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi  
dalam Penyusunan RKPD di Kabupaten Karimun. 
 
2. Manfaat Penelitian  
a. Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan konstribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan 
dalam bidang penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan di 
daerah. 




c. Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan masukan bagi 
Pemerintah Daerah dalam hal Perencanaan Kebijakan Pembangunan di 
Kabupaten Karimun. 
 
1.4 Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan pemaparan yang lebih terarah dan sistematika, 
maka pembahasan ini akan disusun dengan sistem penulisan sebagai berikut : 
BAB I : Pendahuluan 
  Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan   penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 
BAB II : Landasan Teori 
  Isi dari bab ini terdiri dari konsep teori, definisi konsep, definisi 
operasional,   hipotesis, metedologi penelitian. 
BAB III : Metodologi Penelitian 
  Pada bab ini berisikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi 
dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data 
BAB IV : Gambaran Umum Objek Penelitian 
  Pada bab ini menguraikan Profil Baperlitbang, keadaan geografis 
dan Demografis Kabupaten Karimun , uraian tugas Baperlitbang. 
BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
  Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 
hasil penelitian 
BAB VI  : Kesimpulan dan Saran 
  Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 
